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PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Amg.

ZoAabad 2
Fl Sl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

I NIK. 7105022703940001, tempat dan

tanggal lahir, Torout, 27 Maret 1995, agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman, Desa
Torout Jaga |V, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten
Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai:
Pemohon [;

. (K, 7105095006020001, tempat
tanggal lahir, Radey, 10 Juni 2000, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman,
Desa Torout Jaga IV, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai:
Pemohon II;
Secara bersama-sama Pemohon | dan Pemohon Il disebut
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor
37/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, para Pemohon
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Torout,

Kecamatan Tompasobaru;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dalam usia 24 tahun, dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 19
tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon | dengan wali
nikah Imam Masjid Baitut Tagwa yang bernama Saiful Baweting, karena
Pemohon Il sebelumnya beragama Kristen Protestan dengan dihadiri dua
orang saksi nikah masing-masing bernama Saidi Tabo dan Karli Sabar
dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4, Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan
akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan
dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan
pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan
Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis
Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan

Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019;
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8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu
sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu Nomor:
47/SKKTM/TRT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Torout dan diketahui Camat

Tompasobaru;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2, Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | ([ NG
) ccngan Pemohon | (N

B -y dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2019 di
Desa Torout, Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan;

4, Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

ohon putusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan
permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim
telah memeriksa Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan
Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor
37/Pdt.P/2021/PA Amg tertanggal 25 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon | dan Pemohon Il

untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan,
kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap

dipertahankan oleh para Pemohon dengan dengan memperbaiki posita point 1
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yang tertulis tanggal 10 seharusnya tanggal 27 dan point 2 yang tertulis
dilangsungkan di rumah Pemohon | seharusnya di rumah Pemohon Il serta
posita point 4 yang mana para Pemohon telah memperoleh seorang anak
perempuan yang diberi nama || || . 'ahir di Lindangan tanggal 20
Februari 2020;
Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk

atas nama Mashudi Sipasi (Pemohon 1), NIK. 7105095006020001 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 06

Januari 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Katu Tanda Penduduk
atas nama Esther Juniati Simbar (Pemohon IlI), NIK. 7105085112750001
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal
06 Januari 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.
7105020308110001 atas nama Kepala Keluarga Mashudi Sipasi (Pemohon
I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 03 Februari 2020, telah
dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telang
mengajukan buksi 2 (dua) saksi sebagai berikut:
1. . . 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Desa Torout, Jaga Ill, Kecamatan Tompasobaru,
Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara
agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon | maupun Pemohon Il
karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan

perkawinan menurut syari‘at Islam;
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- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Pemohon | dengan
Pemohon Il melangsungkan akad nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 di Desa Torout, Kecamatan
Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah
tersebut adalah Imam Masjid bernama Saiful Baweting karena Pemohon |l
adalah seorang muallafah yang sebelumnya beragama Kristen Protestan,
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saidi Tabo dan Karli
Sabar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon | dan
Pemohon Il juga dihadiri oleh banyak orang;

- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah, Pemohon |
bersetatus Perjaka dan Pemohon Il berstatus Gadis;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya
pernikahan;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
mereka telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Humairah
Sipasi;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai dan
tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan
administrasi lainnya.

2. I U 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Desa Torout, Jaga |, Kecamatan Tompasobaru,

Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara

agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon | maupun Pemohon Il
karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan
perkawinan menurut syari‘at Islam;

- Bahwa, saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat Pemohon | dengan
Pemohon Il melangsungkan akad nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 di Desa Torout.

- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah
tersebut adalah Imam Masjid Baitut Tagwa bernama Saiful Baweting
karena Pemohon Il sebelumnya beragama Kristen Protestan disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi nikah bernama Saidi Tabo dan Karli Sabar dengan mas
kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar
tunai;

- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah, Pemohon |
bersetatus Perjaka dan Pemohon Il berstatus Gadis;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya
pernikahan;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
mereka telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai dan
tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak
membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan
dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan
tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
seseuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara

sidang dan merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para
Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan
secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah
mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon
adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Oktober
2019 di Desa Torout, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan,
dengan wali nikah Imam Masjid Al-lkhlas bernama || ||l <arena
Pemohon Il sebelumnya beragama Kristen Protestan, disaksikan 2 saksi nikah
yaitu Saidi Tabo dan Karli Sabar dengan mas kawin berupa uang sejumlah
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, namun perkawinan para
Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, dan
para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk
kepastian hukum dan Akta Kelahiran Anak. Oleh karena itu para Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2
(dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2 dan P.3)
setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta
autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat
bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah
terbukti Pemohon | dan Pemohon Il adalah penduduk (Keluarga) yang
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena
perkara a quo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49
huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama
Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah
diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya
masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan
telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi
tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-
masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling
bersesuaian dan relevan dengan poko-pokok permohonan para Pemohon, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon I
yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi
dari Pemohon | dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan akad nikah

sesuai syariat Islam pada tanggal 27 Oktober 2019 di Desa Torout,
Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah
(muhakkam) Imam Masjid bernama Saiful Baweting karena Pemohon Il adalah
seorang muallafah yang sebelumnya beragama Kristen Protestan dengan
disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saidi Tabo dan
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Karli Sabar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh
ribu rupiah), dibayar tunai;
2.

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan

tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaaan apapun yang menghalangi
dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad
nikah tersebut;

3.
Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon | dengan

Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
4.
Bahwa, perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa
Selatan;
5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah
untuk kepastian hukum dan kepentingan administrasi lainnya.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab
I'anatut Thalibin, Juz 1ll, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

o8] Jassg amuSaS aidre 6l ol zlSi Jslallg

uli

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara

Pemohon | dan Pemohon Il telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat

Islam dan diantara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan perkawinan
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baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi yang menjadi wali nikah
Pemohon Il adalah seorang Imam Masjid bernama Saiful Baweting karena
semua wali nasabnya Pemohon Il beragama Nasrani sehingga tidak memenubhi
syarat untuk wali nikah, oleh sebab itu majelis akan mempertimbangkan
keabsahan wali nikah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu
rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikahkannya (Vide Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab
dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal
20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya
tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu
menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22
Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda
agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayat Ibn Hibban dari
Aisyah R.A berbunyi;

a Jg U Ho Jg ulaluull

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di
atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat. (Vide Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
Pasal 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai
wali nikah Pemohon Il adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Agama di atas, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang kiayi, ustadz atau Imam Masjid yang
bertindak sebagai wali nikah dalam hukum Islam dikenal dengan wali
muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk
bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan pendapat ulama
dalam kitab Figh al-Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayah al-Muhtaj Li
Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut:

le) s VY olel ags,ll ws olS I5] Lwslidl Jlsg
Jud ge lan OV jl> lgzg, vz Uz, lajel wlss
oSl ploo pobds pSally axSoill

Artinya : “Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat
perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada
seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena
hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang
diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

OSer pgians JUog Lol pguians JU5 (ol Lla) S o 5l
2gize Wl 2l lgabols go yosai 0l Lg) Sl> al azgill
cadg gl 1555 oSS 99 pSae aiV aio lgzgud Jas
exuid bgize (S o Ulg Lzl (e o Voc axo
Jo aSldl 280, s goise Yo JLs wclls J] aslall

Loz gl Law 03929 go s>

Artinya: “Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), maka
sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang
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perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya
(perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar
mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya,
karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai
wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila
perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil
maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia
belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan
yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam)
tersebut tidak hanya dperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim
bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau
ditempat tetap boleh”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama di atas, majelis
berpendapat bahwa wali muhakkam diperbolehkan dalam kondisi sebagai:
- Bahwa keadaan calon mempelai berada di tempat yang tidak ada

wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali
hakim;

- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau
lakilaki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena
terdapat suatu kepentingan yang mendesak;

- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun
didaerah yang dilalui terdapat wali hakim, akan tetapi menurut Asnawi
(salah satu ulama Syafiiyah) kebolehan wali muhakkam tersebut tidak
hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan
meskipun terdapat wali hakim baik dalam perjalanan atau ditempat tetap,
dibolehkan menunjuk wali muhakkam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon Il tidak mempunyai wali
nasab yang memenuhi syarat perwalian menurut hukum Islam, kemudian Imam
Masjid yang bernama Saiful Baweting yang ditunjuk menjadi wali telah
memenuhi syarat yaitu laki-laki yang adil, sehingga doktrin ulama di atas dapat
diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis
berpendapat bahwa penunjukan Saiful Baweting sebagai wali nikah Pemohon I

adalah telah sah, karena pada saat itu Pemohon Il dapat dikategorikan berada

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 15 him.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab, dan sangat mendesak
(masyaggah) karena sangat membutuhkan wali (syiddatul hajah), dengan
demikian perkawinan para Pemohon tersebut telah sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang
jelas, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah ditentukan
alasan-alasan istbat nikah secara limitatif, diantaranya dalam huruf (e) yaitu
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan
dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf () Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah
harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena
para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya.
Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan merupakan bukti nyata para
Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis
Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan
sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober
2019 di Desa Torout, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk
berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusa Sela Nomor
37/Pdt.P/2021/PA.Amg tanggal 25 Maret 2021 maka Pemohon dibebaskan dari
membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | ([ EGcCNG
) :-ngan Pemohon I (N

) /219 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 di Desa Torout,
Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp0,00 (nol rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal
11 Sya’ban 1442 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis,
Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.l., M.Sc masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon IlI.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Masyrifah Abasi, S.Ag Nur Afni Saimima, S.H.
Hakim Anggota,
ttd.
Jauharil Ulya, S.H.l., M.Sc Panitera Pengganti,
ttd.
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Drs. Subardi Mooduto, M.H

Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran: Rp 0,00
2. Proses 'Rp 0,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4, Redaksi :Rp 0,00
5. Meterai :Rp 0,00

Jumlah :Rp 0,00

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.
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